. - BUPATI J EMBER
- PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NQMOR_' 2 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBEﬁDAYAAﬁ DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- ' BUPATI JEMBER,

Menimbang =~ : a.- bahwa pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten
| " Jember merupakan . upaya bagi pembangunan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan k dng diselaraskan

dengan upaya pemb i tercapairiya

darl” merata
ng-Undang Dasar

igakeérjaan Kabupaten Jember
jamimnya ketersediaan lapangan kerja
potensi dan proyeksi penyerapan tenaga
duduk Kabupaten Jember;

_tafitangan pasar bebas khususnya dalam Masyarakat
nbrnj‘. Asean harus dihadapi melalui penyelenggaraan
- ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja baik
 yang bekerja pada sektor perusahaan pubhk maupun pada

- sektor. perusahaan swasta;
d. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud
- dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Lokal,

Menging’ait : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
" : Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

" Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950); 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);
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Undang—Undéng Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia

_Tahun " 2000. Nomor . 131, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang. Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Repubii
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembarari Negara

. Republik Indonesia Nomor 4356);

. Undang-Undang 'Nomor 40 Tahun 004 éntang Sistem
- Jaminan Sosial Nasional
Indonesia Tahun 2004 _Nemor

Negara Republik
bdllan Lembarar

‘ ' J atang Badan
eynbaran” Negara Republik
6, Tambahan Lembaran

} l or 5256);

( Tahun 2011 tentang Pembentukan
erung ng—Undangan (Lembaran Negara Republik
Pahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negard Republik Indor:ssia Nomor 5234);

ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indo

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah: (Lem’bafan Negara: Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

". " Nomor 5587). 'sebagaimana telah diubah beberapa kali,

13.

14.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

.tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun-2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
D1sab111tas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem .
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia’ Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
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Pe'rjétumn- Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Keselamatan'dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik

-, "+ Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran

.16,

17.

18,
19.

20.

24.

- 25,
26.

27.

Negala Republik Indonema Nomor 5309);

Peraturan Pemermtah Nomor , 78 Tahun 2015 tentang

‘Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nommor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrahl (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041), , :
Peraturan Presiden. Nomor 21 Tahun 2010 tenta g
Pengawasan Ketenagakuljaan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 198 entang Wajib
Lapor Lowongan Pekerjaan,;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaa 16 Tahun 2015
. tentang Tata Cara Pe _ ) al | Kerja Asing;
" sebagaimana tela ' raturan _Meénteri

entang” Perubahan
Nomor 16 Tahun

Ketenagakerjaa

arijangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Pefusahaan;

“Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016
g tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan
. Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016

tentang Kebutuhan Hidup Layak;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor Kep-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu
srja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Peraturan Daerah’ Provin 1si Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016

- . Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Menetapkan :

- dan
o BUPATI JEMBER,

MEMUTUSKAN :

'PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ' DAN
" PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.
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"BABI
o KETENTUAN UMUM
P . Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1.

Daerah adalah Kabupaten J ember

2. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

2
3.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan oleh

.\090:

12.

14

15.

16.

'Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubung

. Pekerja/buruh adalah setlap orang yang bek
] 1mbalandalam bentuk lain.

Bupatl adalah Bupati Jember. . >

pemeriritah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga$ pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam publik dan prinsip Negara
Kesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Repub1k Indonesia Tahun 1945.

Dinas Tenaga Kerja- Kdbupaten Jember yang selanjutnya disebut dengan D1nas
adalah - Orgamsam Perangkat Daerah yang membidangi
Kabupaten Jember 'yang mempunyai tugas
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

pada waktu sebelum, belama dan sesudah masa k

sn pekerjaan guna
untuk raemenuhi kebutuhan sendiri

inbalan dalam bentuk lain.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
inggal di Indonesia. '

. Penduduk. Kabupatenn Jember adalah setiap orang yang berdomisili di

Kabupaten Jember minimal ‘1 (satu) tahun dan memiliki dokumen

kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan

pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat dengan TKL adalah Tenaga Kerja

yang berasal dari Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Pekerja/Buruh Lokal adalah pekerja/buruh yang berasal dari penduduk

Kabupaten Jember. »

Pengusaha adalah :

a.-orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berd1r1
sendiri menja_lankan perusahaan bukan miliknya; atau

c. orang perseorangar;,l persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia meviakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.




17.

18.

20.

21.

25.

- 26.

27 ..

- kepada Pemb_erl Kerja TKA!

Perusahaan adalah : .

‘a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh atau
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dengan tujuan mencari
keuntungan; -

b. usaha-usaha sosial dan usaha‘usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang 1a1n dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Serikat Peker_]a/Senkat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan

untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang

bersifat . bebas, terbuka, mandiri, .demokratis dan bertanggungjawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh ﬁei’ta - meningkatké.n .kesejahteraan pekerja/burth’ dan

: keluarganya
19.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
adalah. Rencana Penggunaa
Pemberi kerja TKA unt

ataL pejabat yang fjuk
Lembaga Pe Ker)a
Pemeriritahl
pélatiha _} :

. Kompetehsy |} a_kémampuan kerja setiap individu yang mencakup
asp{ek pen k eterampiian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
yang dit ' :

. Kartu AK71 adalah kart:u tanda buktl bahwa pencan kerjatelah mendaftarkan

diri pada Dinas Tenaga Kerja.

. Penempatan . tenaga kerja adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang

dilakukan dalam rangka mekamsrne antar kerja, untuk mempertemukan
ketersediaan tenaga kerja dengan perrmntaan di pasar kerja.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, ‘mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
bérinteraksi dengan. lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan,

- untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

berdasarkan kesamaan hak. |

‘Pelatihan Kerja édal_ah Keséluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
-meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,

sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang dan' kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Badan Na,smnal Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah
Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja,
dan’ dapat membetikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja. ’
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Hubungan Industrial adalah suatu ‘sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses. produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada Nilai-
Nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945.

29.

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

- berdasarkan perjan_uan ker_]a yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan

30.

) perlntah

Upah adalah hak pekerja/ buruh yang dlterlma dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebaga1 imbalan dari ' pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh’ yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

31.

32.

33.

antara serikat pekerja/ serikat bu :
buruh yang tercatat pada -ifista :
‘ ketenaga.ker_]aan dengai nENELSE

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang

telah atau akan: dilakukan. :

Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di-Kabupaten

Jember. - :

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuyat se iTa tertulis oleh

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tafa t€ ' sahaan

Perjanjian Kerja Bersama adalah per_]anJ1 n-yang me sil perundinga
peker' serikat

gjawald di bidang
hehjerapa pengusaha atau
arat’kerja, hak dan kewajiban

perkumpulan pengusatia yai

Sosial yafig selanjutnya disingkat BPJS adalah
Kk aK menyelenggarakan program jaminan sosial.
salatr satu bentuk perlindungan 8031a1 untuk menjamin

BAJ II
RUANG LINGKUP
. Pasal 2

Llngku‘p pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

eEBTETIER S pe op

asas dan tujuan;

arah kebijakan dan: tanggung]awab pemermtah daerah
kuahﬁkasx TKL,; '

1nVentarlsa31 dan pelaporan lowongan pekerjaan;
pelatihan dan- pend1d1kan TKL;

_penempatan TKL dan perluasan kesempatan kerja

perlindungan TKL
penggunaan TKA,
fasilitas kerja;

: pengupahan dan THR s :

hubungan 1ndustrlal

-penda_naan
. pembinaan dan pengawasan

sanksi administratif; dan :
ketenituan penutup. .’ ' ,



- BAB III
AZAS DAN TUJUAN
‘Pasal 3

(1} Perlmdungan TKL terhadap TKA' dlsclenggarakan berdasarkan azas :

y PR e p0 ,O‘ED

-keterbukaan;

keadﬂan _

manfaat;.

k‘emit'raan; .

kearifan lokal;” o
kedayagunaan; . = . |
keterpaduan; .« .

. non diskriminasi; dan.
keséetaraan gender. .

(2) Setlap TKL memiliki kesempatan yang sama dalam perlindungan TKL.

Perhndungan TKL terhadap TKA dilaksanakan dengan tujua
a.
* bakat dan potensi yang dimiliki;

..mewujudkan pemerataan kesempatas

Pasal 4

mewujudkan Sumber Daya Manusia TKL yang sjap pakai/sasuai dengan minat,

aga kerja yang

mal dan daerah;
adappenyediaan TKL;
pafarr TKL untuk memperoleh

sesuai dengan kebutuhan pembdng
memenuhi kebutuhan
memfasilitasi dan

pekerjaan se mplian dan keahliannya;

membefdg nakarl tenaga kerja secara optimal dan
mfanusia ﬁ . '

menyedis g. Sara yrasaran penunjang penyiapan TKL;

mening ﬁ ¢manfpuan ekonomi dan dan kesejahteraan masyarakat daerah
khususnya ditokasi sekitar tempat usaha; dan

memberiKan jaminan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas
keselamatan kerja; serta
membina, mengawas1 dan menata sistem ketenagakerjaan lokal.

BAB v
ARAH KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

. Baglan Kesatu
S Arah Kebijakan
‘Pasal S,

Dalam rangka Perhndungan TKL ferhadap TKA Pemerintah Daerah wajib:

‘a.
b."

menyusun perencanaan tenaga kerja;

menyusun arah kebijakan di sektor-3ektor unggulan untuk memberdayakan
dan mendayagunakan tenaga kerja di daerah secara optimal;

menyusun strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan
penYedlaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di
daerah; dan : : :
menyusun kebijakan _ yang . bertyjuan  mengatur  penyelenggaraan
ketenagakerjaan di daerah. ' ‘
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Pasal 6

(1) Perencanaan tenaga kerja sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 5 huruf a
disusun secara periodik dan 31sternatls '

(2) Penyusunan perencan_aan‘ tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif pada skala
daerah guna meﬁdu'kun'g pertumbuhén ekonomi daerah.

(3) Penyusunan perencanaan t€naga kerja sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)
memuat pendayagunaan tenaga kerja di hngkungan Pemerintahan Daerah dan
di lingkungan internal perusahaan dengan mempertimbangkan potensi daerah.

(4) Perencanaan tenaga kerja sebagaimarna dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan format yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

. Pasal 7 -
Dalam rangka menyusun “arah. kebijjakan di sektor-sektor u

sebagalmana dimaksud dalam Pasal S huruf b, Pemerintah Daerdh harus
mempert1mbangkan X :
a. ‘rencana pembangunan. Jangka pan_]ang daerah da pembangunan

Jangka nmenengah daerah;
b. pertumbuhan ekonoml daerah
“¢. sektor-sektor yang menopang pe
. rencana strategis penmgk ank

[ -
i-‘a-sal 9.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah TKL pencari kerja.
(2 TKL sebagaimana yang d1maksud pada ayat (1) adalah mereka yang memenuhi
persyaratan
a. Usia sekurang- kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau pernah dan/atau
telah menikah; K
b. Penduduk Kabupaten Jember yang dibuktikan dengankepemilikan Kartu
Tanda Penduduk (KTP-€l) atau keterangan domisili dan Kartu Keluarga (KK).

_ BAB VI
INVENTARISASI DAN PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi
. Pasal 10
" (1) Pemerintah Daerah melakukan penda..aanTKL paling sedikit sebulan sekali.
(2) Inventarisasi sebagalr_nana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Jumlah pencari kerja; '
b. Jumlah lowongan kerja yang tersedia; dan
c. Jumlah TKL yang sudah ditempatkan.

"im
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(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diclah oleh Dinas
menjadj bursa tenaga kerja untuk diinformasikan kepada pihak pemberi
kerja.

(4) Hasil pendataan - sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Pemerintah Provinsi..

0 - : Bagian Kedua
' . Pélapbran Lowongan Pekerjaan
' Pasal 11
(1) Setiap Pemben Kerja waJ1b melaporkan secara tertulis kepada Dinas dan
dapat . mempubhkas1kannya secara langsung setiap ada atau akan ada
lowongan pekerjaan di perusahaannya baik perusahaan yang baru berdiri
maupun bagi perusahaan lama.
(2) Laporan lowongan pekerjaan disampaikan selambat-lambatnya 3 ga
puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi.
(3) Laporan sebagaiimana tersebut pada ayat (1) diatas sekufang-kurangnya
memuat: . , '
a. nama Perusahaan dan/atau nama persegrariga adan hukum,
sebagai pihak pemberi kerja; .
.b. jumlah dan formasi jabatan p
. ¢. jumlah tenaga ketja ya
g Y A
e

'd. syarat-syarat pengi
. upah/gaji _ aga kerja sesuai dengan

' aku.

dari pemberi kerja, maka Dinas

uikti ™ - Lapor Lowongan Pekerjaan  dan

- stirat”.
sikann ] adaTKL

el [fasn
nenerima |lapor
' 3

. Pasal 12

Setia emberl Kerja mengutamakan TKL pada lowongan pekerjaan yang
ibutuhkan diperusahaannya  sesuai denga_n syarat kualifikasi jabatan yang

dibutubkan untuk setiap golongan jabatan.

= Pasa!. 13
. (1) Setiap lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di Perusahaan, pemberi
kerja wajib mclaporkan kepada Dlnas
(2) Laporan penempatan tenaga kerJa sebaga1mana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) hari kerja
o setelah lowongan tersebut terisi.. ‘

: BAB VII
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TKL DAN CALON TKL
- ' Pasal 14
Pelatihan kerja diselenggarakan dan ‘diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, danmengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan etika.
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.. Pasal 15
'(1) Pemerlntah 'daerah, pemberl ker_]a dan lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja swasta berbadan hukum secara mandiri atau bersama-
sama melakukan pend1d1kan datr pelatihan TKL.
. (2) Dinas’' melakukan _pend1d1ka1j1 dan pelatihan kerja bagi calon TKL paling
" - sedikit 6 (enam) kali dalam &etahun, apabila telah tersedia dana dari
Anggaran Pendapatah- dan ' Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. |

, Pasal 16
(1) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
danfatau mehgembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat
dan kemampuan melalui pelatihan kerja.
(2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud-pada ayat
(1), peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai denga
program yang akan diikuti.
(3) Bagi penyandang dlsab111tas yang mery
! sebagaimana dimaksud pada ‘ayat i
diskriminasi.

jenis dan tingkat

pelatihan kerja
adil dan ta

elatihan dan

2) LPK pememntah atau LPK perusahaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

' huruf b dan huruf-c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar
pada Dinas. ,

(3) LPK 'swasta sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk badan
hukumt Indonesia yang memlhkll Izin Penyelenggaraan Pelatihan dari Dinas.

(4) I1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor registrasi LPK oleh

PTSP sesuai dengan Peraturah Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai

kode dan data wilayah admlnlstra31 pemermtahan

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku selama LPK aktif
menyelenggargkan pelatihan kerja.

- ’Pasal 18

. (l) Tenaga Ker_]a berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatlhan kerJa yang dlselenggarakan LPK pemerintah, LPK swasta
atau LPK perusahaan. - '

(2) Pengakuan kompetensi - ker_]a sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sertifikasi kqmpetenm kerja.
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(3) Se";“fiﬁkasi ko'mpetensi kerja sebagaiﬁiana dimaksud pada ayat (2) dapat pula
diikuti.oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

. Pasal 19

(1) LPK sebégaimana 'd'imaksudl dalam Pasal 17 ayat (1) dapat memperoleh
akreditasi dari Lembaga Akreditasi.

(2) Setlap kegIatan pendldlkan dan peldtihan kerja TKL yang dilakukan oleh
lembaga pendidikan sebaga1rnana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dilaporkan
kepada Dinas untuk mendapatkan pembmaan

EE Pasal 20

(1) Setlap TKL pencarl kerja dan TKL yang sudah berpengalaman kerja memiliki
hak yang sama. ‘dalam menglkutl pendldlkan dan pelatih LPK dengan
mempert1mbangkan propors1 dan regenerasi TKL.

- peserta TKL yang merupakan
a. pencari kerja baru;
‘b. lulusan Sekolah Me:

LPK dibérikamr Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/1), sertifikat, serta masuk ke

database TKL pencari kerja yang didistribusikan Dinas kepada

perusahaan-perusahaan. '

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan bidang jabatan
yvang dilatih agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja.

(5) LPK dilarang memberikan sertifikat pelatihan kerja tanpa melalui pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan kerja.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai: mekanisme pelaksanaan pendidikan dan

- pelatihan TKL oleh LPK diatur, lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

" Pasal 21

(1) Materi pendidikan dan-pelatihan TKL. disesuaikan dengan :
a. ketentuan perdfuran perundang—undangan
b. kearifan lokal; dan
¢. bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan’ dibutuhkan oleh dunia usaha
. khususnya di lokasi sekitar TKL berdomisili.
(2) Maité_ri pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat tentang keterampilan kerja. '
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: . BAB VIII
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Bagian Kesatu
Penempatan Tenaga Kerja Lokal
_' Pasal 22 .
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan -dan memperoleh penghasilan yang layak
sesuai dengan kompgtensi dan keahliannya.- '

. L L Pasa123

(1) Penempa.tan tenaga kerja lokal dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan,
kebebasan obyektifitas, serta keadilarr dan kesetaraan dan non diskriminasi.

(2) Penempatan tenaga kerja d1arahkan untuk menempatkan tenaga kerja

kema.mpuan dengan memperhatlkan harkat martabat ak asasi dan
perlindungan hukum. ' ‘
(3) Penempatan tenaga ker_]a dllaksanakan deng
kesempatan kerja dan penyedlaan tenaga ket
(4) Selain memperhatlkan keahhan kete

Pasal 24

(1) Dlnas menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun
‘database TKL bagi kepentmgan penempatan TKL.

(2) Database sebagdimana'dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar
TKL sesuai dengan bidangnya masmg—masmg kepada perusahaan-perusahaan
. yang membutuhkan.

(3) Daftar TKL sesuai dengan yang dlmaksud ‘pada ayat (2) dimaksudkan untuk
terdapatnya kesesuaian . antara lowongan kerja yang tersedia dengan
kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh TKL.

. (4) Daftar TKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar
oleh pemberi kerja untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan
kerja yang dibutuhkannya.

Pasal 25
(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk
mendapatkan pekerjaan secara adil dan tanpa diskriminasi.
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(2).Setiap perusahaan ‘wajib. ' memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
.kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas
di perusahaan secara adil dan tanpa diskriminasi.

(3) Badan Usaha Milik 'Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan

. di Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang
Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(4) Perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah wajib mempekerjakan paling

sedikit 1% (satu persen) 'Pe’nyanda_'ng Disabilitas dari jumlah pegawai atau
_ pekerja.

(5) Badan Usaha Milik Negara dan. Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan
swasta yang berkedudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) wajib- melaporkan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas
kepada Dinas. - :

~ Bagidan Kedua
Perluasan Penciptaan Kesempatan Kerja
Pasal 26 .
(1) Pemermtah Daerah bertanggung]awab melal
kesempatan kerja baik didalam maupun di
kebutuhan pembangu.nan d1 Daer 14

egi perluasan

alih profem .
f. "pe*ldayagunaan tenaga kerja sukarela atau
g. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
(4)- Pemerintah Daerah memfasﬂltam terbukanya kesempatan kerja dalam bentuk
, kegiatan produkuf berupa pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.
(5) Masyarakat secara dmamls berupaya . untuk mengaktuahsamkan diri sebagal
1nd1v1du mandiri yang terampll produktlf kreatif dan inovatif.

, , _ : Pasal 27
Pemerintah Daerah Ihe'nifasilitam pengusaha dan lembaga keuangan baik
perbankan maupun non perbankan untuk membantu dan memberikan
kemudahan bagi setiap keg1atan masyarakat yang dapat menciptakan atau
mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

- ‘ Pasal 28
( ) Dalam rangka melaksanakan strategi perluasan kesempatan kerja sebagaimana
"dimaksud pada Pasal 26 Pemerintah Daerah dapat membentuk forum
koordmam : :
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(2). Pembentukan forum koord1nas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dllakukan dengan mehbatkan unsur Pemermtah Daerah dan masyarakat yang
terdiri dari: ~
a. unsur Pemerintah. Daerah 'berasal dari perangkat daerah yang

' bertanggungjawab di bidang keténagakerjaan, bidang penanaman modal dan
bidang perdagahgan;' dan .
b. unsur mésyarakat berasai dari pei'wakilan asosiasi pengusaha di Daerah.

(3) Ketentuan lebih lan_]ut mengenai pembentukan. forum koordinasi sebagaimana

d1maksud pada ayat (1] dldtU.I' dalam Peraturan Bupati.

. BABIX.
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

‘Pasal 29
(1) Setiap pekerja /buruh dan tenaga kerja berhak -mendapatkan perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan’ kerja, Hygiene perusahaan, lirigkungan kerja,

sesuai dengan
harkat martabat manusia dan n11a1 n11a1 agaym ana diatur dalam
perundang-undangan. ‘
(2) Terhadap pekerja yang melaku

ja waib” untuk
an perundang-

1igantar pulang dari tempat kerja ke tempat tinggal,
yang-pulang bekerja pada malam hari;
: keseh_atan rutin bagi setiap pekerja sesuai

Pasal 30
ak~hak pekerja sebagalmana dlmaksud pada Pasal 29 ayat (1) terdiri dari :
a. jaminan sosial ; : ' o
b. upah yang sesuaﬁdengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
¢. perjanjian kerja/kontrak kerja;
d. peningkatan kompetensi TKL; dan -
e. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Pasal 31

(1) Jamman sosial yang dimaksud pada Pasal 30 huruf a adalah berdasarkan
lembaga yang telah. ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2} Lembaga yang dimaksud ‘pada ayat (1) adalah Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keséhatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

(4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dlmaksud
'pada ayat (2) menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan kematian;
¢. jaminan hari tua; dan
d. jaminan pensiun.




-15-

(5) Pemberi kerja wa_]lb menglkutsertakan semua pekerja/buruh dan keluarganya
ke Badan Penyelenggara Jamman Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerj aan,

(6] Pelaksanaan . jaminan sosial d1se]é:nggarakan sesuai dengan ketentuan

' peraturan perundang—undangan

" BABX
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
: Bagian Kesa.tu
RPTKA dan IMTA
= Pasal 32
(1) Pemberi ketja yang mempeker_] akan TKA wajib :
a. memiliki RPTKA yang. disahkan oleh Menterl atau pejabat yang ditunjuk
sebelum mempekerjakan TKA; '
b. memiliki IMTA yang’ ditérbitkan oleh Dlrektur Penge dda]iay
atau peJabat yang ditunjuk; o

c. mengutamakan tenaga Kerja Indoﬁema p da
. menunjuk tenaga kerja Indonesw. scbagai

enggunaan TKA

sebagaima/a -din Fksud pada ayat (1) huruf e berhak mendapatkan sertifikat dari
Lembag

ga-Sertifikasi Profesi. .

: Pasal 33
Pemberi kerja TKA meliputi : '
ihstansi pemerintah;
. badan-badan internasional;
. perwakilan negara aéing,
. organisasi internasional;
. kantor perwakﬂan dagang asing, kantor perwakllan perusahaan asing, kantor
perwakilan berita asing; o
perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang
berwenang; :
g. badan hukum yang d1d1r1kan berdasalkan hukum Indonesia dalam bentuk
Perseroan Terbatas atau yayasan;
h. lembaga sosial, keagamaan pend1d1kan dan kebudayaan, dan
' i. usaha jasa impesaridt. *

CDCLCU"!.‘J

=

1
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. (1) Pemberi kerja 'yang mefnpékerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka akan
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Pasal 34

dilakukan pencabutan IMTA.

(2) Pencabutan IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
atas dasar rekomendasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten.
(3) Pencabutan IMTA perpanjangan sebagaimana dimkasud pada ayat (2) setelah

melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi.

(1) Pemberi keérja yang mempekerjakan TKA Wa_]lb melaporkan penggunaan TKA

" Pasal 35 -

kepada Dinas sesuai kewenangannya. -

(2) Laporan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) mehpu’u
realisasi pelaksanaan pendidikan dan . pelatihan tenaga pendamping di
perusahaan pemberi kerJa secara periodik 6 (enam) bulan sekali;

a

b.

(1) TKA yang dlpekerj akan d1 Dacrah wajib:

QTP HSET RS0 A0 o

berakh1rnya penggunaan TKA
~ Bagian Kedua -

TKA Daerah

" Pasal 36 -

memiliki “sertifikat’ kompete Ly
secara 1nterna51ona1

Perusahaan didaerah dﬂarang mempekerjsikan TKA pada jabatan tertentu.
(3) Jabatan tertentu sebageumana dimaksud pada ayat (3) adalah:

Direktur Personalia;
Manajer Hubungan Industrlal
Manajer Personalia; -

' Superv1sor Pengembangan Personaha
"Supervisor Perekrutan Personalia;

Supervisor Penempatan Personalia;
Superv1sor Pembinaan Karir Pegawa1

. Penata Usaha Pcrsona_lla

Kepala Eksekutif Kantor; i

Ahli Pengembangan Persor'aha dan Karlr,
Spesialis Personalia; '
Penasehat Karir;

. Penasehat Tenaga Kerjé;

Perribimbing dan Konseling Jabatan;
Perantara Tenaga Kerja;
Pengadministrasi Pelatihan Pegawa1
Pewawancara Pegawai;
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r. Analis Jabatan; dan - :
S. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawal

o - Pasa138
Pemberi kerja wajib memulangkan TKA yang sudah berakhir masa kerjanya.

.1 L . P

. BAB XI
FASILI‘I‘_AS KERJA

Bagian Kesatu
: Kesempatan Beribadah

: ‘ - Pasal 39
". (1) Pekerjd/buruh memiliki hak dalam melaksanakan ibadah dan keyakinannya
(2) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada pekefja/buruh

untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

(3) Kesempatan' yang . cukup sebagalmana dlmaksud
menyediakan waktu, tempat dan prasarana untuk

keyakinannya. K

istirahat/cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja

12 (dua belas) bulan secara terus menerus;

. 1st1rahat bagi pekerja/ buruh perempuan yang melahirkan selama 1,5 (satu
koma lima) bulan sebelum melahirkan dan 1 ,9 (satu koma lima) bulan sesudah
mélahirkan; '

f. istirahat selama 1,5. (satu koma hma) bulan bagi pekerja/buruh perempuan
‘yang mengalaml keguguran kandungan atau sésuai dengan surat keterangan

. dokter kandungan/ bldan) , '

(2) Pengusaha wajib membenkan libur kepada pekerja/buruh’ dengan tanpa
mengurangi upah dan ha_k haknya, pada hari libur yang ditetapkan oleh
Pemermtah ‘

at (1) dengan
an ibadah dan

. Pasal 41

(1) Pekerja/ buruh perempuan yang dalam masa. haid merasakan sakit dan
memberltahukankepada pengusaha, tidak Wajlb bekerja pada hari pertama dan
kedua pada waktu haid. :

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaumana d1rnaksud dalam ayat (1) diatur dalam
perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasa'l 42

l}
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(1) Pekerja/buruh’ perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu
setengah) bulansebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan
sesudah melahirkan menuruf perhitungari dokter kandungan atau bidan. .

(2) Pekerja/buruh- perempuan yang - mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat ' 1,5. (satu 'uetengah) bulan atau sesuai dengan surat
keterangan dokter kandunganatau b1dan ‘ L

(3) Pekerja/buruh perempuan ' yang anaknya masih menyusui harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk menyusm anaknya jika hal itu harus dilakukan
selama waktu kerja. : ;o

(4) Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaumana dimaksud
pada ayat (1) ayat (2) dan- ayat (3) berha_k mendapatkan upah penuh.

Pasal 43 - ' ;
Perusahaan dllarang ‘
a. mempekerjakan anak yang berumur d1 bawah 18 (delapan belas) tahun;dan/atau
b. mempeker_]akan pekerja,/ buruh perempuan pada malam hafi dlsaat masa

menyusui sampai dengan bayi berus1a & (enam) bulan. @

Baglan Ket
: Fasﬂltas Kese

(1) Setiap Pertisahaan menyek
pekerja/buruh, antara

g§ilitas kesejahteraan

b. fasjlitss se}
asilitas ,
d. fasilitas g nemadai dan representatif sebanding dengan jumlah
' pekerja/ by ' : '
tempatiolah. ga.yahg mema‘clai.dan_. representatif;

kantin :
gsilitas kesehatan dan poliklinik;

. fasilitas rekreasi paling sedikit 1 (satu) kali setlap tahun;

fasilitas istirahat;

memfas111tas1 terbentuknya koperasi; dan/atau

tempat parkir di area perusahaan yang memadai dan representatif.

(2) Penyelenggaraan fadilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
pada ayélt (1), dilaksanakan . dengan mempcrhatlkan kebutuhan pekerja/buruh
.dan kemampuan perusahaan :

T

mT o oNR o

%

: . BAB XII
PENGUPAHAN dan THR

~ Bagian' Kesatu
. . .Pengupahan
. Pasal 45
(1) Kebljakan penﬁupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi pekerja/ buruh.
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(2) Pengusaha’ menetapkan besaran upah bagi pekerja/buruh yang sudah memiliki
masa kerja 1 (satu) tahun atau 1eb1h dengan berpedoman pada struktur dan skala
upah. W, :

(3)‘Struk1;u'r dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh
pengusaha dengan memperhatikand golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan
kompeten31 melalui mekamsme b1part1t dengan pekerja/buruh dan/atau serikat
pekeria / serlkat buruh. -

: _  Pasal 46

(1) Pemberlakuan kenaikan upah dilakukan bersamaan dengan kenaikan Upah
Mlmmurn Kabupaten /Kota. :

(2) Pengusaha yang melakukan pembayaran upah dibawah Upah Minimu

Kabupaten/ Kota. dikenakan Sank31 sgabagau‘nana diatur dalam peraturan

perundang- undangan

. S ... ' Bagian Kedua

masa kerja 1 (satu) bulan
(2) THR sebagaimana dimakst

tahun. . '
(3) Pekerja / buru

(dua bela i
(4) Pek erJa/bu ~
. secara te PILE
upah.
(5) Upah satu/bhu

sebagain_iana dimé_ksudl dalam ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas
kompone

ah tanpa tunj angan yang merupakan upah ber31h atau

. upah pokok termasuk tunjangan tetap.

" (6) Waktu pembayaran THR diberikan palmg lambat 7 (tuJuh) hari sebelum hari raya
keagamaan .

BAB XIII
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu
. Umum
Pasal 48
(1) Dalam melaksanakan - Hubungan Industnal Pemerintah Daerah mempunyai
fungsi:” : :
a. penetapan kebgakan
b. pemberian pelayanan dan pembmaan
c. pelaksanaan pengawasan dan
d. penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan Hubungan - Industrial, pekerja/buruh dan serikat
. pekerja/ senkat buruh mempunya1 fungsi:

%




-20-

a. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,;

b. penjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;

c. penyaluran aspirasi secara demokratis;

'd. pengembangan keterampilan dan keahliannya;

e. ikut memajukan perusahaan; dan

f. pensejahteraan anggota beserta keluarganya.
(3) Dalam melaksanakan Hubungan. Industrial, pengusaha .dan organisasi

pengusaha mempunyai fungsi : ' '
penciptaan kemitraan,;
pengembangan usaha; _
perluasan lapangan kerja; dan :
pembenan kesejahteraan pekerja/ buruh secara terbuka, demokratis, dan
berkeadﬂan :

po TP

s Bagian Kedua
. Kelembagaan
T . Pasal 49
(1) Pernermtah Daerah wajib membentuk dan:
Ker_]asama Trlpartlt dan Dewan Pengupah 113

imdlkan Lembaga

ikan pertimbangan, saran, masukan,

(2) Lembaga K 1 ipartit ménga’dékan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan
' sekali. - ' = '
. | Pasal 51
éngusaha/organisasi pengusaha, . . pekerja/buruh dan/atau serikat

pekerja/serikat buruh melaksanakan pola kemitraan dalam hubungan industrial

di perusahaan -

(2) Dalam melaksanakan Hubungan Industnal dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan sahng menghormat] hak dan kewajlban rnasmg masing sehingga tercipta
iklim kerja yang harmonis dan dinamis. , : '

(3) Pengusaha dapat membantu pembayaran iuran senkat pekerja/serikat buruh
melalui pemotongan- upah tiap. bulan ‘atas pengajuan serikat pekerja/serikat
buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha’ menfasilitasi penyediaan ruang untuk serikat pekerja/serikat buruh

yang ada di perusahaan sesuai dengan ke‘butuhaﬁ dan kemampuan pengusaha.

Bagian Ketiga
Perselisihan
Pasal 52
(1) Dinas Wa_]lb melakukan fas111tas1/ mediasi terkait perselisihan yang terjadi di
© perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah pegawai mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan secara
proporswnal dengan Jumlah perusahaan yang ada secara bertahap.
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: - Pasal 53

(1) Mogok kerja sebagai hak dasar. pekerta/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. !

(2) Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pengusaha dan Dinas, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana pada ayat {2) paling sedikit memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
tempat mogok kerja,
. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
tanda tangan ketua dan sckretaris dan/atau masing-masing ketua dan
sekretaris serikat. peker_]a/ serlkat buruh sebagai penanggung jawab mogok
kerja.

(4 )Dalam hal mogeok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh maka pemberitahue sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilas kerja/buruh yang
ditunjuk sebagai koéijdinator dan/atau penanggung.js j

Ao o

(1) Dinas wajib melakukan upaya. peryelisai rseli an Industrial

(2) Pada saat meneri
"Pasal 53 aya
memberikan
dilakukan ol

kerja dan me in mogok kerja dapat di'iakukan'dengan aman dan tertib sesuai
dengan’ g direncanakan dalam surat pemberitahuan.

‘Bagian Keempat

' - PHK

: . : Pasal 55

(1) Pengusaha, . pekerja/buruh,’ serikat pekerja/serikat buruh, dan Pernerlntah
Daerah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK,

(2) Dalam hal. PHK tidak dapat dihindari, maka wajib dirundingkan oleh pengusaha
dan serikat pekerJa/ serikat buruh - atau dengan pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tldak menjadl anggota serikat pekerja/serikat
buruh. L

(3) Dalam hal perundmgan caebagaumana dimaksud pada ayat (2), tidak menghasilkan
persetujuan, pengusahd hanya dapat melakukan PHK kepada pekerja/buruh
setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.

(4) PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) batal demi hukum.

(5) Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan sebagaumana dimaksud pada ayat (4).

: Pasal 56
(1) Selama . putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum

ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan
segala kewajibannya.
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(2) Pengusaha dapdt melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang
sedang’ dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak
lalnnya yanig biasa d1ter1ma pekerja/buruh.

o Pasal 57

(1) Pengusaha d11arang melakukan PHK dengan alasan:

a..-pekerjajburuh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut dokter selama

) waktu tidak melampam 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
' b. pekerja/ buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan; : :
c. pekerja/buruh menJa_lankan 1badah yang diperintahkan oleh agamanya,;
pekerja/buruh menikah;. =

e. pekerja/buruh perempuari'; hamil, melahirkan, gugur kandungan
menyusui baylnya : _
f. pekerja/buruh mempunyai pertallan darah dan/atau ikatan perkawinan’
‘ dengan pekerja/ buruh lainnya didalam satu perusahaafi,

0.

g. 'peker_]a/ buruh mendlrlkan men_]ad1
'pekerja/ serikat buruh, melakuk_ ;

gusaha, atau
kerja, peraturan

kelamin,
pekerja/
sakit k

) wajib meinpekerj-akén kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 58 .
~ Dalam hal "putusan Pengadﬂan Hubungan Industrial dan/atau Mahkamah Agung
dan /atau Lembaga penyelesaian perselisihan yang lain telah memutus dan memiliki
kekuatan hukum tetap, yang menyatakan pekerja/buruh bekerJa kembali, maka
pengusaha wajib mempekerjakan kernbah

B'agiain Kelima
Tanggung jawab Pemerintah Daerah
' . Pasal 59
(1) Bupat1 bertanggung]awab dalam Pemberdayaan dan Perlindungan TKL;

(2) Tanggung Jawab Bupati sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
D1nas
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. BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 60

Sumber pendanaan bag1 penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKL
meliputi : - :
APBN; %,
APBD; ‘
Bagian dar1 dana 'tanggung _]awab sosual perusahaan
Hibah dari Pemerintah daerah lam
Badan usaha dan '
Sumbangan pihak lamnya yang tldak bersifat rnenglkat

S

e a0 TP

" BABXIV
" . KOORDINASI
. | Pasal6l
(1) Pemblnaa:n dan pengawasani dalam  penyelenggara
perlindungan’ TKL dilakukan oluh Pemermtah
dengan Pemerintah Provinsi.
r (2) Koordinasi- yang dlmakShd pada aya
perundang-undangan ya_ng b(?rl

erdayaan dan
berkoordinasi

eraturan

), Pasal 47 ayat (1) Pasa.l 49 ayat (1) Pasal 52 ayat (1), Pasal 53ayat (2), Pasal 54
ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (5),
Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 61 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

' a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha

C. penghentlan sementara sebag1an atau seluruh alat produksi;

- d. pembekuan kegiatan usaha; dan/ atau .

e. pencabutan-izin.
" (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan bekerjésama dengan instansi terkait

yang ditunjuk, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember A P L)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 114-2/2018



- ... - 25_

.. PENJELASAN

B 'ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2018

.TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

UMUM
Pelaksanaan pembahgu'nan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Jember
sebagai up‘ayei pembangunan daerah harus harus dilaksanakan sesuai denga
strategi pembzngunan nasional sesuai dengan kewenangannya demi tercapaifiya
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, merata berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negafa Republik Indonesia Tahun 1945. ,
Berdasarkan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 4 éL g Pemerintahan
) en@a ndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua @t ' Undang Nomor-23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae ENa crjaan mernupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak an_-dasar. Urusan
ketenagakejaan telah diatur-daleim| 1 ) ‘ahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan d barags P ndang-undangan lainnya baik
Peraturan maupun Peraturan - Menteri
KetenagakeTid

erjaan sebagai bagian integral dari pembangunan
par€asila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
_ “dilaksanakan  dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia s¢gmtihaya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkeanl harkat“ martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan
masyafrakat sejahtera adil, makmur, dah merata, baik materiil maupun spiritual.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Jember
melalui Dinas yang membidangi tenaga kerja mempunyai tanggungjawab dalam
pelaksanaan peniberdayaan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal di

daerah. Dengan adanya, pengaturan ini diharapkan akan terwujud peningkatan
'_ kualitas | dan kuantitas per}d_uduk Kabupaten Jember dalam menghadapi
persair'xg.an_ ‘global dan - Masyarakat . Ekonomi Asean.Pembangunan di bidang
keteriagakerjaan mémpunyai beberapa aspek dimensi dan keterkaitan. Dimensi dan
keterkaitan -!:érsebut dituarigkan dalam peraturan daerah ini yang terdapat dalam
ruang lingkup substansi yang ditetapkan di dalamnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka diperlukan pengaturan yang
menyeluruh dan’ kornprehen51f dantara, lain mencakup asas dan tujuan, arah
kebijakan dan tanggung jawab pemermtah daerah, kualifikasi TKL, inventarisasi
dan pelaporan lowongan ‘pekerjaan, pelatihan dan pendidikan- TKL, penempatan
tenaga kerja lokal dan I')efluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja
lokal, penggunaan ‘tenage kerja asing, fasilitas kerja, pengupahan dan THR,

hubungan . industrial,’ pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan sanksi
administratif. . : b



1. PASAL DEMI PASAL I

Pasal 1

Pasal 2

Cukup J elas

CukupJ elas

Pasal 3
Ayat ( 1]

Huruf a

-Huruf b

. Huruf c

Yang' d1ma_ksud dengan “asas’ keterbukaan” adalah asas yang

' membuka diti terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
- yang benar, jujur dan tidak diskriminiatif tentang pemberdayaan dan
. perlindungan - ténaga kerja. lokal dengan tetap memperhatlkan

perlmdungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia.
- Yang dlmaksud dengan ‘asas . keadilan adalah bahwsz
materil maupun sp1r1tua1

Yang dimaksud dengan asas mas

Yang dimaksud dengan- “asas. kearifan lokal” adalah bahwa
pemberdayaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal harus

tetap memperhatikan nilai-nilii luhur yang berlaku di masyarakat.

Huruf £ . .

Yang ‘dimaksud dengan ‘asas kedayagunaan” adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan yang dibuat harus tetap mempunyai
nilai guna bagi masyarakat maupun pemerintah kabupaten.

Huruf g

Yang - dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa

. penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan dengan

mengintegrasikan berbagai kepentingan, antara lain Pemerintah
Daerah, neker]a/ buruh pengusaha dan masyarakat.

Huraf h

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa
pgnyelenggaraan . ketenagakelljaan dilakukan tanpa adanya
pembatasan, pelecehan, ataw pengucilan yang langsung ataupun tak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,

I'_suku', ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi,

jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan,

., penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau

penggunaan hak "asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
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kehidupan baik individual ‘maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Huruf i - _ : . :
Yang dimaksud deéngan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa
ketenagakerjaan dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin antara
_laki-laki dan perempuan.
Avat(@) . e T
Cukup Jelas
Pasal 4 , P
Cukup Jelas
Pasal.5 L ; L
Cukup Jelas | KR .\
Pasal 6 L o a -
Ayat (1) | '
Cukup Jelas
Ayat (2) '
Cukup Jelas . _ .
Ayat(3) . - . O S L
. .Cukup Jelas - - R
Ayat () ..
Cukup Jelas
Pasal7 =~ =~ .- -
! Cukup Jelds
Pasal 8 ‘

Pasal 10
yat (1)
. Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11 -
Ayat (1) _ :
"~ Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas"
Ayat (3) |
" Cukup Jelas
Pasal 12 '
' Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3) |
Cukup Jelas
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Ayat (4) . o '
" Menginformasikan ioWongan pékerjéan kepada TKL dapat dilakukan dengan
berbagai macam cafa positif yang ‘bisa dengan mudah di akses oleh para
pencari kerja di Kabupaten Jember. -
_ Pasal 13 - R S
"~ Cukup Jelas
Pasal 14 -
Ayat (1)
. Cukup Jelas
Ayat (2) _ o
. Cukup Jelas .
Pasal 15 -
Cukup Jelas
Pasal 16 '
Ayat (1) : . , o R
Yang  dimaksud  dengan - ‘“swasta”. adalah
ketenagakerjaan yang tidak dil;iiasai oleh pemerint
maupun tidak. . | L
Ayat (2) -
Cukup Jelas

aga/organisasi .

i rbadan hukum

! Pasal 17 ,

' Ayat (1),
Cukup Jelas

Ayat (2) P

@)
Cu

Ayat (4)

- .Cu

Pasal 18 :
Ayaetd] " - -
Cukup Jelas
Ayat (2)
" Cukup Jelas - ' -,
' Ayat(3) |
Cukup Jelas =~ "~ | SR
Ayat(4) R |
" Cukup Jelas -' , .
Ayat (5) . b L o
Cukup Jelas B ' L

Pasal 19 |
Ayat(1).,
, Cukup Jelas
Ayat (2)
- Cukup Jelas
Ayat (3)
CukLip Jelas
Pasal 20 T _ .
Ayat (1) ' -
" Cukup Jelas
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Ayat (2)

Pasal 21

Ayat. (1) _ :
-Cukup Jelas

C.,u'ku'l.) Jelas, =

Ayat(2) . . . . o o

Ayat (3}

Cukup Jelas

Cukup Jelas |

Ayat (4) _ . _'- ' . '-' | . ’ i

Cukup Jelas

Ayat (5) - R

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pasal 22

Cukup Jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 23

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan kemam 13 arg Yoft s h|suatu kelebihan
yang terpendam dan untyl 1'pentbelajaran dan
pelatihan yang berkaifarm deng i scSeorang. Sedangkan
kemampuan kg kd al 1 |sesorafig yang bisa dilihat secara
alainan, 4 aketerampilan yang dimiliki.

d Jdefiga 'Prinsib- ‘Keterbukaan adalah pemberian informasi
"erja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, beésarnya
|.damrjam kerja. Hal ini. diperlukan untuk melindungi pekerja serta
une menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja
ditempatkan. Prinsip Kebebasan adalah kepada pencari kerja, pemberi kerja
pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas
untuk memilil tenaga kerja; sehmgga tidak dibenarkan pencari kerja

.dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak
_dibenarkan dlpaksa untuk menerima tenaga ker]a vang ditawarkan. Prinsip
‘ .Obyektlﬁtas adalah pemberl ker_]a\agar menawarkan pekerjaan yang cocok
‘kepada pencarl kerja sesuai’ dengan kemampuannya dan persyaratan
jabatan yang dipelukan; serta’ harus memperhatikan kepentingan umum

dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu. Prinsip Keadilan

' dan  Kesetaraan 'adalah - adalah penempatan tenaga kerja dilakukan
-berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak diadasarkan atas ras, jenis

kelamin, -warna 'kulit, * agama, dan -aliran politik. Prinsip Non

‘.Dzsknmmaszadalah bahwasannya penempatan tenaga kerja mempunyai

tujuan . untuk menjamin hak-hak dasar ‘pekerja/buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta peflakuan tanpa diskriminasi atas dasar
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, serta
semua keputusan perekrutan ‘dan ketenagakerjaan dibuat semata-mata

'dengan mengacu« pada prestasi, keterampilan, pengalaman atau

kemampuan pelamar atau pekezja bersangkutan



Ayat(2)
'Cukup Jelas
Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (), -

'Cu'ku-p Jelas

Ayat (3)

CukupJ élag .

" Ayat (4).

Cukup Jelas -

' Pasal25 -
Ayat (1) -,

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup J elas .

Ayat(3).

, Cukup Jelas
Ayat (4)
. - Cukup Jela
Pasal 26:

Ayat (4)

Ayat ()

Cukup Jelas ..

Pasal 27
Ayat (1)

Ayat (2)
. Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4) '

Cukup Jelas .

Ayat (5) -

_ C_uk‘uﬁ Jelas

Pasal'28 L
Cukup Jelas

Cukup Jelas .

Cukup Jelas -

Cukﬁp Jelas -

g Cukup J ela‘s”-»‘

Cukuf) Jelas -~

Cukup Jelas o
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Pasal Qb .
Ayat (1)

Cukup Jelas -

Ayat (2)

Cukup Jelas -

Ayat (3)

Pasal 30
Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 31
' .Cukup Jelas
Pasal 32 -, ‘
Ayat. (1).

1.

Ayat (2), .
- Cuku-pl'Jelas
Ayat (3) '

Ayat (4) " -

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 33
Ayat (1) -

)

Ayat’(3)-.

Cukup Jelas
Ayat (4)

- Cukup Jelas

Pasal 34.

Cukup J elas
Pasal 35
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36 .
© Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas '

' CLik__up J eias .

Cuicup Jelas -

Cukup Jelas

Cukup Jelas .~

Cukup.J elas |

o
“a

Cukup Jelas -

Cukup Jelas |
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Pasal 37
Ayat (1)
. Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukﬁp Jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 39
 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pasal 41

AyatAT) - .
‘Cukup Jelas
Ayat (2) © . .

Pasal 43 ‘_
Ayat (1)

Ayat (2)

- Pasal 44 | -
Ayat (1) .

Cuk_up Jelas .

Ayat (2)
" Cukup Jelas

Ayat (3)
. Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas”

Cukup Jelas " .

Cukup Jelas

Cukup'Jelaé »

© “Cukup Jelas

Cukup Jelas™

- Cukup Jelas




Pasal 45 - ©
Cukup Jelas . .

Pasal 46, =

Ayat (1) -

Ayat {2)

- Cukup Jelas -

Pasal 47 "
Ayat (1) '
Ayat (2)
" Cukup Jelas
Ayat (3)
- Cukup Jelas
Pasal 48" o
Ayat (1)

Cukup Jelas -

Ayat (2)

Cukup Jelas -

" Pasal 49
Ayat (1)

) .

Pasal 50
Ayat (1)

Cukup Jelas #, .

Ayat (2)

‘Ci_lkup Jelas N

' Ayat (3)

Pasal 51 ,
Ayat (1)

.Cukup-Jelas

Ayat (2) :
~ Cukup Jelas
Pasal 52 - .. -
Ayat (1) -

Cukup Jélas *

Ayat (2)

, Cukup Jelas_" o

Cukup Jelas'

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

_'C'}Jkup Jelas

.33 -




Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) _ ‘
. Cukup Jelas
Ayat (3}

"Cukup Jelas -

Ayat (4) .,

Ayat (1)

Ayat{(2)

Ayat(1) -

Cukup Jelas' -

Ayat (2)

' Cukup Jelas

Ayat (3) .

Cukup Jelas |

Ayat (4)

Cukup Jelas

yat (1)

Ayat (2)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (1) .

Cukup J elas

Ayat (2) .
Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

CukUp Jelas N

‘Cukup Jelas -

CukupJelas .

Cukup Jelas

Cukup Jelas

. Cukup Jelas
Ayat (3) _ .

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas "

C .34
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Ayat (2)
~ Cukup Jelas .
Pasal 69 ‘ : o !
Cukup.Jelas o . |
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Ayat (1) |
Cukup Jelaé '
Ayat (2)
_ Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup'Jelaé
Ayat (4) W
Cukup Jelas SR PR
Ayat(s) ...
‘ . Cukup Jelas

Pasal 63
~ Cukup Jelas o :
Pasal 64 e LD
Ayat (1) : L

' Cukup Jelas
Ayat (2)

yat (3) -
Cukup Jelas .
Pasal 66 '
Cukup Jelas . : .
Pasal 67 =~ . ol o - ' |
Cukup Jelas R
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